






A. Latar Belakang Masalah 
Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia untuk mencukupi 
kebutuhan hidupnya. Dalam rangka melaksanakan kegiatan ekonomi tersebut 
diperlukan aturan-aturan main yang tidak menimbulkan kekacauan dan kesulitan. 
Dengan pesatnya perkembangan  industri keuangan di Indonesia, sebagai gerakan 
kemasyarakatan menunjukkan keberhasilan yang nyata dan perwujudan dari 
kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu 
menyediakan jasa keuangan yang sehat. 
 Fikih Muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi dalam meraih 
sebanyak mungkin nilai-nilai yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar 
manusia berhubungan tersebut dapat berupa kebendaan yaitu objek kegiatannya 
yang bersifat material seperti halnya jual beli benda bagi muslim bukan hanya 
sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya tetapi bertujuan untuk 
memperoleh ridha Allah, objek akad muamalah yang bersifat kebendaan adalah 
benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan karena tujuan jual 
beli bukan semata untuk memperoleh keuntungan tetapi juga ridha Allah dan 
benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia (Hendi Suhendi 2002: 4). 
 Bank merupakan salah satu mata rantai lalu lintas pembayaran dalam tata 
ekonomi modern (Muchdarsyah Sinungan, 1995:165) yang berfungsi sebagai 




yang kemudian disalurkan kepada kalangan masyarakat bagi yang membutuhkan 
ataupun berupa pembiayaan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. 
Salah satu lembaga yang bergerak dibidang perbankan syariah adalah 
BPRS PNM Al-Ma’soem. Berdasarkan Akta No. 23 Notaris Gina Riswara 
Koswara, SH Bandung serta mendapat pengesaha dari Departemen Kehakiman 
tertanggal 3 November 1993 No. C2-11751.HT.01.01.Th.93, tepat pada tanggal 
30 September 1993 secara resmi didirikan Perseroan dengan nama PT. BPR Al-
Ma’soem Syariah. Kemudian secara resmi beroperasi setelah mendapat izin usaha 
dari Departemen Keuangan RI No. Kep/130/KM.17/1994, tertanggal 30 Mei 
1994. 
Sejalan dengan perkembangannya, pada tahun 2000 BPR Syariah Al-
Ma’soem berhasil menarik investor untuk menanamkan modalnya dalam bentuk 
penyertaan, yakni: PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), merupakan 
sebuah Lembaga Keuangan Khusus yang sahamnya 100% milik pemerintah, 
didirikan di Jakarta berdasarkan TAP No. XV/MPR/1998, dengan tujuan 
utamanya yaitu memberikan solusi pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dengan kemampuan yang ada berdasarkan 
kelayakan usaha serta prinsip ekonomi pasar. 
BPRS PNM Al-Ma’soem merupakan suatu lembaga keuangan syariah  
yang menyediakan produk pembiayaan dengan menggunakan murᾱbahah yang 
dinamakan Pembiayaan Modal Konsumtif iB. Dalam realita pembiayaan 
murᾱbahah yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah dalam rangka pemenuhan 




mungkin barangnya akan habis seketika atau akan digunakan untuk hal lainya. 
Misalnya membeli bahan bangunan untuk membangun rumah, membeli barang 
elektronik, kebutuhan pendidikan anak, bahkan untuk keperluan lain. 
Pembiayaan murābahah dalam  kontrak BPRS adalah akad jual beli 
barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 
disepakati oleh penjual dan pembeli. Artinya penjual memberitahukan kepada si 
pembeli berapa harganya dan berapa keuntungan yang diperoleh penjual, baik 
secara limpsum ataupun secara rinci (Cecep Maskanul Hakim, 2011: 73).  
Secara teknis, BPRS PNM Al-Masoem meluncurkan pembiayaan 
murābahah dalam dua sistem, yaitu murᾱbahah perorangan dan murᾱbahah 
kolektif (organisasi). murᾱbahah perorangan adalah bentuk pembiayaan yang 
dilakukan secara prosedurar oleh nasabahnya sendiri dengan pihak BPRS PNM 
Al-Ma’soem, sedangkan murᾱbahah kolektif (organisasi/badan), proses 
pengajuan pembiayaan dilakukan oleh seorang koordinator yang berasal dari 
kantor (perusahaan) untuk mengajukan permohonan pembiayaan karyawanya 
kepada sebuah bank yang sudah terikat kerjasama. Di sini yang menjadi agunan 
adalah berupa jaminan jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja). 
Bentuk kerjasama kolektif (organisasi) dalam pembiayaan murābahah 
dengan menggunakan agunan jamsostek antara bank dengan perusahaan, misalnya 
BPRS PNM Al-Ma’soem melakukan kerjasama dengan PT Kahatex, PT Distek, 
PT Minokarpet, dan lainya. Mereka bisa melakukan pembiayaan murᾱbahah 




jamsostek. Perjanjian ini diikat dengan adanya MOU (Memorandum Of 
Understanding) antara Perusahaan dengan Bank.  
Salah satu akad yang ada penerapan jaminan di BPRS adalah akad 
murᾱbahah atau lebih di kenal oleh masyarakat (nasabah) sebagai pembiayaan 
murᾱbahah. 
Tabel  1.1 Pembiayaan  murᾱbahah dengan agunan jamsostek  
Jenis Akad Tahun Jumlah Nasabah Perkembangan (%) 
 
Murābahah  
2010 653 orang 12,5% 
2011 1254 orang 24,3% 
2012 1893 orang 36,2% 
 
Nasabah di BPRS PNM Al-Ma’soem sekarang mencapai ± 2200 dari 
tahun 2010-2012 yang berasal nasabah yang melakukan pembiayan murᾱbahah 
dengan agunan jamsostek, jaminan ini biasaya digunakan oleh karyawan untuk 
mengambil pinjaman, di mana perusahaan tersebut sudah bekerjasama dengan 
BPRS sehingga karyawan lebih mudah untuk melalukan pinjaman dengan 
jaminan jamsostek, peminjaman ini dilakukan untuk pembiayaan konsumtif 
seperti pembelian barang elektronik, renovasi rumah (pembelian bahan 
bangunan), dan juga untuk pembiayaan modal kerja dengan pinjaman sesuai 
dengan gaji nasabah dan isi dari agunan jamsostek dan bukan dari plafon yang 
telah ditetapkan oleh bank (Sumber wawancara kebagian staf manajer legal 




Penggunaan jaminan (agunan) jamsostek menjadi  permasalahan Lembaga 
Keuangan Syariah yang harus dipecahkan oleh para pemikir Ekonomi Islam yaitu 
praktek operasional BPRS. Sebagai contoh keharusan adanya jaminan (agunan) 
dalam setiap akad pemberian pembiayaan baik menggunakan skema akad 
murᾱbahah maupun akad-akad pembiayaan yang lain. 
Hampir setiap bentuk akad pembiayaan yang diterapkan di BPRS selalu 
mempersyaratkan adanya barang jaminan (agunan). Padahal jika kita melihat 
aturanya tidak semua akad pembiayaan harus disertai dengan adanya barang 
jaminan. Misalnya pembiayaan murᾱbahah dan pembiayaan lainya. 
Persyaratan adanya jaminan sebetulnya menjadi wajar karena hal tersebut 
juga tersirat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Di sana 
disebutkan bahwa jaminan (agunan) merupakan “keharusan” dalam beberapa 
produk Lembaga Keuangan Syariah. 
Masalah yang menjadi konkrit dalam penggunaan jaminan dalam 
pembiayaan murᾱbahah atau rᾱhn di lembaga BPRS adalah penerapan 
hukumnya. Konteks sederhana dahulu penerapan jaminan khususnya yang 
diterapkan dalam akad gadai (rᾱhn), barang jaminan yang diberikan khususnya 
yang diterapkan dalam akad gadai (rᾱhn), barang jaminan yang diberikan oleh 
nasabah kepada BPRS berupa barang bukan surat tanda kepemilikan atau 
sertifikat. Namun dalam Penggunaan jaminan (agunan) jamsostek dalam 
pembiayaan murᾱbahah di BPRS, di mana agunan itu berbentuk kartu yang 




tidak dapat membayar atau sudah dikeluarkan dari perusahaan, maka agunannya 
akan dicairkan dengan persetujuan nasabah dengan istilah fack clearing, setelah 
itu baru bisa dicairkan. 
Namun Ulama Fikih menegaskan bahwa jaminan (rᾱhn) dalam 
pembiayaan murᾱbahah tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi 
untuk memastikan bahwa kinerja nasabah sesuai dengan syarat-syarat kontrak 
bahkan Majelis Ulama melalui Lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) juga 
membolehkan praktik jaminan tersebut. Tujuan adanya agunan dalam murᾱbahah 
yaitu untuk menghindari resiko bank terhadap kemungkinan terjadi kelalaian pada 
pembayaran atau ketidakseriusan nasabah untuk komitmen terhadap transaksi 
yang telah dilaksanakan yang berakibat fatal untuk menunjang kelancaran 
pembayaran dalam pembiayaan, khususnya di BPRS PNM Al-Ma’soem. Alasan 
utama adanya agunan pada BPRS adalah untuk melaksanakan prinsip kehati-
hatian dalam menyalurkan dana pihak ketiga. 
Dilihat dari barang yang dapat dijadikan sebagai Jaminan (rᾱhn) 
pembiayaan salah satunya yaitu jaminan harus milik sepenuhnya si nasabah, 
jaminan itu harus berupa benda yang memiliki nilai ekonomis yang riil yang bisa 
diperjualbelikan. Sedangkan jamsostek belum dikatakan hak kita sepenuhnya, dan 
tidak bisa diperjualbelikan. 
Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 
penelitian lebih lanjut di BPRS PNM Al-Ma’soem dalam bentuk Skripsi yang 




(JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA) PADA PRODUK PEMBIAYAAN 
MURĀBAHAH DI BPRS PNM AL-MA’SOEM KABUPATEN BANDUNG”. 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dan 
untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, maka dapat dirumuskan pertanyaan-
pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana ketentuan penggunaan jamsostek sebagai agunan pada produk 
pambiayaan murᾱbahah di BPRS PNM Al-Ma’soem Kabupaten 
Bandung? 
2. Bagaimana mekanisme pembiayaan murᾱbahah dengan menggunakan 
agunan jamsostek di BPRS PNM Al-Ma’soem Kabupaten Bandung? 
3. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap pelaksanaan agunan dalam 
bentuk jamsostek pada produk pembiayaan murᾱbahah di BPRS PNM Al-
Ma’soem Kabupaten Bandung? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui ketentuan penggunaan jamsostek sebagai agunan pada 
produk pambiayaan murᾱbahah di BPRS PNM Al-Ma’soem Kabupaten 
Bandung. 
2. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murᾱbahah dengan 





3. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Muamalah terhadap pelaksanaan agunan 
dalam bentuk jamsostek pada produk pembiayaan murᾱbahah di BPRS 
PNM Al-Ma’soem Kabupaten Bandung. 
D. Kerangka Pemikiran 
Salah satu tujuan usaha dari sebuah perusahaan adalah mencari 
keuntungan (profit). Hal tersebut merupakan faktor penting dalam menunjang 
kelangsungan sebuah perusahaan. Dalam hal ini, bank konvensional maupun bank 
syariah mempunyai fungsi yang sama yaitu menghimpun dana masyarakat dan 
menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Oleh 
karena itu, bank memerlukan dana yang cukup untuk membiayaai seluruh 
kegiatan operasionalnya agar tetap berjalan dengan baik dan mampu mencapai 
tujuan usahanya yaitu mendapatkan keuntungan. 
Kegiatan atau aktifitas dalam hubunganya antara manusia satu dengan 
yang lain telah diatur dalam Islam yaitu dalam Fikih Muamalah. Dalam 
menjalankan kegiatan muamalah tidak terlepas dari asas-asas yang mengaturnya. 
Diantaranya asas-asas itu (Ismail Nawawi, 2012: 13-14) yaitu sebagai berikut: 
1. Asas Ilahiyah yaitu asas yang mengatur bahwa perilaku manusia dalam segala 
kehidupanya tidak dapat lepas dari pertanggung jawaban kepada Allah SWT. 
2. Asas Kebebasan yaitu Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk 
melakukan suatu perjanjian dengan segala bentuknya. Akan tetapi kebebasan 




3. Asas Persamaan dan Kesetaraan yaitu manusia dalam bermuamalah selalu 
berinteraksi dengan orang lain dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 
dengan melandaskan pada persamaan dan kesetaraan (al-musawah). 
4. Asas Keadilan yaitu manusia dalam melakukan transaksi muamalah harus 
memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing atau berlaku secara 
adil (al-adalah). 
5. Asas Kerelaan (ar-ridha) yaitu dalam melakukan transaksi muamalah harus 
dilakukan dengan cara saling suka-sama suka atas dasar kerelaan antara 
kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. 
6. Asas Kejujuran dan Kebenaran yaitu antara para pihak yang melakukan 
transaksi muamalah harus didasari oleh kejujuran dan kebenaran. Apabila 
kejujuran tidak diterapkan maka akan merusak asas legalitas transaksi itu 
sendiri. 
7. Asas Tertulis dan Kesaksian yaitu untuk menjaga supaya pihak-pihak yang 
melakukan transaksi muamalah selalu ingat akan isi perjanjian yang telah 
disepakati. 
Setiap orang yang melakukan transaksi (muamalah) mempunyai tujuan 
dasar yang hendak direalisasikan dalam kehidupanya sesuai dengan prinsip 
ekonomi Islam. Hal ini dapat terwujud dengan perpindahan kepemilikan dalam 
akad jual beli, memiliki manfaat bagi penyewa suatu barang, hak untuk menahan 
barang akad dalam rᾱhn melalui murᾱbahah. Rᾱhn dalam fikih muamalah dikenal 





Menurut bahasa rᾱhn berarti al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan 
penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa rᾱhn adalah terkurung atau terjerat, 
disamping itu rᾱhn diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal dan jaminan 
(Hendi Suhendi, 2002: 105). 
Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad rᾱhn dibolehkan dalam Islam 
berdasarkan QS.al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi: 
                                    
                                       
                      
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan 
barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan 
(Soenarji dkk, 2004 : 60). 
 
Akad rᾱhn dalam aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah dipakai 
dalam dua hal. Pertama, rāhn dipakai sebagai akad atau produk tersendiri yaitu 
sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, 
dalam rᾱhn nasabah tidak dikenakan bunga. Yang dipungut dari nasabah adalah 
hanya penitip, pemelihara, penjaga serta penaksir. 
Kedua, rᾱhn dipakai sebagai akad atau produk pelengkap, artinya sebagai 




pembiayaan murᾱbahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai 
konsekuensi akad tersebut (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001: 130). 
Murᾱbahah secara bahasa al-ba’i menjual berarti mempertukarkan sesuatu 
dengan sesuatu. Secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yaitu 
menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan 
sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang 
dapat dipahami sebagai al-ba’i seperti ijab dan ta’athi (saling menyerahkan) 
(Ghufron A’mas’adi 2002: 119). 
Sedangkan Adiwarman A. Karim dalam bukunya Bank Islam Analisis 
Fiqh dan Keuangan (2004: 113) berpendapat bahwa murᾱbahah adalah akad jual 
beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 
disepakati oleh penjual dan pembeli. Oleh karena itu landasan hukum murᾱbahah 
terdapat pada surat an-nisa ayat 29: 
                              
                              
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” 
(Soenarjo dkk, 2004 : 107). 
Senada dengan al-Quran di atas, maka kaidah fiqh di bawah ini juga 
menyebutkan bahwa segala bentuk muamalah (jual beli) itu diperbolehkan selama 




َِها َصأُل ِف الأُمَعاَماَلِت اإِلَباَحُة ِإالَّ َأنأ َيُدلَّ َدلِيأٌل َعَلى ََتأرْيأ  اْلأ
“Hukum Asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya” (Himpunan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional/MUI, 2006: 98). 
Pada aplikasi di BPRS dalam melakukan pembiayaan yaitu di mana pihak 
bank sebagai pemilik dana memberikan kepada nasabah, dan nasabah membayar 
angsuran melalui pihak perusahaan dengan adanya agunan berupa jamsostek dan 
jaminan berupa potongan gaji setiap bulan. 
Jual beli tidak diperkenankan adanya suatu paksaan dari pihak manapun. 
Jual beli harus dilandaskan pada keridhaan kedua pihak. Dalam jual beli penjual 
dan pembeli bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada aturanya 
maupun belum dan bebas menentukan sendiri kontrak. Namun demikian atas 
kebebasan berkontrak ini mempunyai batasan yaitu, tidak melanggar ketertiban 
umum dan tidak melanggar kesusilaan (hukum). 
Mekanisme pembiayaan di BPRS PNM Al-Ma’soem menggunakan 
prinsip akad murᾱbahah yaitu jual beli namun prinsipnya di BPRS PNM Al-
Ma’soem pada pembiayaan konsumtif dan modal kerja ini disalurkan ke 
perorangan atau kelompok.  
Pembiayaan ini menghendaki adanya bank selaku pemilik dana (shahib al 
mal) bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk menyalurkan pembiayaan 
untuk nasabah (karyawan) dengan menggunakan agunan jamsostek dan jaminan 
potongan gaji perbulan. Di mana bank selaku penjual untuk menetapkan margin 




keuntungan (margin) yang disepakati. Agunan jamsostek sebagai jaminan 
diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian antara kedua belah pihak dan 
prinsip kehati-hatian dari kelalaian dalam membayar angsuranya. 
Skema pembiayaan murᾱbahah dengan menggunakan agunan jamsostek 
dapat digambarkan sebagai berikut: 
Gambar 1.1 Pembiayaan murᾱbahah dengan agunan jamsostek 
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Secara Fikih, adanya agunan yang dijalankan oleh bank syariah dapat 
dibenarkan dari sisi memutus jalan bagi nasabah untuk berbuat tidak disiplin 
(moral hazard) dalam proses pembayaran. Dalam hukum Islam menghidar dan 
menutup perbuatan yang dapat membawa kepada keharaman adalah suatu 
keniscayaan yang dikenal dengan metode “sad al-dzariah” yaitu menutup jalan 
yang menuju perbuatan terlarang. Walaupun begitu, bank syariah saat ini memang 
harus sangat selektif dalam menerapkan praktek agunan bagi para nasabahnya. 
Artinya dalam kondisi tertentu pihak bank syariah harus betul-betul mengetahui 




didasarkan pada materi, lebih dari itu agunan atau jaminan bisa jadi dapat 
berbentuk rekomendasi seseorang atau jaminan dari pihak lain. 
Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
No. 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Pembiayaan Murᾱbahah dinyatakan bahwa 
pada prinsipnya dalam pembiayaan murᾱbahah tidak ada jaminan, namun agar 
nasabah tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat 
meminta jaminan dari nasabah. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila nasabah 
terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama 
dalam akad. 
Maka untuk memastikan kinerja nasabah sesuai dengan syarat-syarat yang 
terdapat dalam kontrak, biasanya pihak bank mempersyaratkan bagi pemohon 
pembiayaan murᾱbahah untuk menyatakan jenis jaminan yang dapat mereka 
berikan kepada bank syariah. 
Adanya jaminan atau penjamin dari nasabah kepada pihak bank syariah 
bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko seperti 
nasabah tidak mempergunakan dana yang diberikan sebagaimana mestinya atau 
hanya memberikan keuntungan pembiayaan tersebut kepada dirinya pribadi saja 
atau yang dikenal dengan Moral Hazard. 
Setelah dijelaskan mengenai pembiayaan murᾱbahah dengan agunan 
jamsostek yang dijalankan oleh BPRS rancaekek, maka pada akhirnya akan 
diketahui bagaimana sebenarnya ketentuan dan pelaksanaan pembiayaan 
murᾱbahah dengan angunan jamsostek, sudahkah cocok dengan ketentuan-




maka akan digunakan untuk penelitian mengenai indikasi persesuaian dan 
perbedaan antara pembiayaan murᾱbahah dengan agunan jamsostek dan 
menggunakan agunan yang lainnya, juga dilakukan pengumpulan data lapangan 
serta pemilahannya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk pembiayaan 
dengan agunan jamsostek melalui akad murᾱbahah di BPRS PNM Al-Ma’soem. 
F.  Langkah-langkah Penelitian 
Lokasi yang dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian adalah Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah Al-Ma’soem Bandung (BPRS PNM Al-Ma’soem) 
yang beralamat di Jalan  Raya Rancaekek No. 01 Bandung. Adapun langkah-
langkah penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni 
mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang 
terintegrasi. Menurut Cik Hasan Bisri (2001: 57) tipe dari penelitian seperti ini 
merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada 
pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang. Metode ini bertujuan 
melukiskan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara 
fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang intergral. Studi 
kasus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan agunan dalam bentuk jamsostek 







2. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi (pengamatan) 
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 
pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian. Penulis melakukan observasi 
pada bulan Juni dan mendapatkan data berupa dokumen resmi Bank Perkreditan 
Rakyat syariah tentang masalah yang diteliti dan brosur.  
b. Wawancara  
Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya 
langsung kepada pihak bank. Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab 
dengan pimpinan dan staf yang khusus menangani bagian produk pembiayaan 
murᾱbahah dengan agunan jamsostek di Bank Perkreditan Rakyat Syariah 
Bandung pada bulan April. 
c. Studi Kepustakaan 
Yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari literatur yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti baik berupa buku-buku, Undang-Undang, Fatwa 
MUI,  artikel, browsing di Internet dan lain-lain. 
3. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif 
yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap 
masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 
2001: 63). Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, 
wawancara, dokumen resmi Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan buku-buku 




bentuk jamsostek pada produk pembiayaan murᾱbahah di BPRS PNM Al-
Ma’soem. 
4. Sumber Data 
Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, 
yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2001:64). 
Adapun yang menjadi data primer dan data sekunder dalam penelitian ini adalah: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan baik melalui observasi maupun wawancara dengan pihak bank 
khususnya yang menangani bagian pembiayaan murᾱbahah. 
b. Sumber Data Sekunder  
Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data primer. Sumber 
data sekunder dalam penelitian ini berupa bubu-buku, artikel dan browsing di 
Internat. 
5. Pengolahan Data  
Pengelolaan data dilakukan dengan cara pengumpulan, pemilahan, 
pemilihan, dan penyusunan. Sumber data yang telah diperoleh penulis, baik yang 
bersifat primer ataupun sekunder semuanya akan dikumpulkan kemudian dipilih 
untuk proses penyusunan data. 
6. Analisis data 
Adapun langkah terakhir yang dilakukan penulis adalah menganalisis data. 
Data yang sudah terkumpul, oleh penulis akan dianalisis menggunakan 




menyususn proposal, melaksanakan pengumpulan data dilapangan sampai penulis 
mendapatkan seluruh data. Dalam pelaksanaanya penganalisisan dilakukan 
melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber data 
primer maupun sumber data sekunder 
b. Mengklasifikasikan data yaitu mengelompokan seluruh data kedalam satuan-
satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti. 
c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka 
pemikiran. 
d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dan teori-teori dengan 
memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan. 
 
 
 
